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Surat Ketua DPR
kepada Presiden
penyampaian draft
RUU Minerba

Surat Mensetneg ke  
DPR terkait penunjukan5  
Kementerian wakil  
Pemerintah dalam  
pembahasan RUU

Rapat Pembahasan  

dan pemberian  
pengayaan dan  
masukan substansi  
dengan K/L terkait

Penyerahan DIM RUU
Minerba yangberjumlah

938 DIM kepada
Pimpinan Komisi VII DPR
RI melalui SuratWamen

ESDM Nomor  
393/30/MEM.B/2019

Surat kepada  
Menteri terkait  
mohon parafatas  
DIM RUU
minerba

11 April 2018

15 dan 28 Mei 2018 24 September20185 Juni 2018
1. Penyampaian DIM yang  

telah dilakukan  
pembahasan dengan K/L  
terkait (tanpa paraf).

2. Surat MESDM kepada  
Presiden RI &Pimpinan  
DPR RI

Surat Ketua DPR kepada 
Presiden menyampaikan 

draft RUU Perubahan dan
NaskahAkademik

20 April 2018

27 Juni 2019

Rapat Kerja RUU  
Minerba di DPR RI, 

yang menentukan 
pembahasan RUU  

akan dilanjutkan 
sampai dengan 

berakhirnya masa 
sidang DPRRI

18 Juli 2019

Rapat dengan 4  
Kementerianterkait 

yang menyepakati 
sebagian substansi DIM

RUU Minerba

25 Juli – 2 Agustus 2019
25 September 2019

Rapat ParipurnaDPR  
RI memutuskanRUU  

Minerba di carry over  

dan masuk ke dalam  

ProlegnasPrioritas

2020

22 Januari 2020

Raker Komisi VII
DPR RI dengan
Menteri ESDM
memintanama-

namayang 
menjadiWakil 

Pemerintahdalam  
Pembahasan  

dengan Panja DPR
RI

27 Januari 2020

DIM RUU Minerba  
telah diparaf oleh  

seluruh Menteri yang
menjadi wakil 

Pemerintah

20 September2019
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NO. KONSEP PENGATURAN

1. Kegiatan  pengolahan  dan/atau  pemurnian  yang  tidak  terintegrasi  dengan  pertambangan  dilaksanakan dengan IUI yang menjadi kewenangan
Kemenperin, sementara untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang terintegrasi tetap menjadi kewenangan KESDM

2. Pemberian jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP/WIUPK yang akan dilelang, atau  
terhadap WIUP existing

3. Pemberian Jaminan tidak ada perubahan tata ruang pada WIUP/WIUPK selama berlakunya IUP/IUPK

4. Kepastian melakukan kegiatan pertambangan pada suatu daerah yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha
Pertambangan setelah memenuhi persyaratan (izin lingkungan, pembebasan lahan, IPPKH)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR1

NO. KONSEP PENGATURAN

1. Konsepsi Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam  
bumi sebagai satu kesatuan wilayah NKRI

2. Kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum pertambangan

PENGUATAN KONSEP WILAYAHPERTAMBANGAN2



NO. KONSEP PENGATURAN

1. Pemerintah memberikan insentif berupa pemberian jangka waktu izin Operasi Produksi lebih lama bagi perusahaan yang membangun smelter dan  
terintegrasi dengan PLTU Mulut Tambang dan peningkatan nilai tambahbatubara

2. Mendorong dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif pengolahan batubara yang ekonomis dalam rangka peningkatan nilai tambah. Ex: UCG, coal
liquifaction, dll.

MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH3

NO. KONSEP PENGATURAN

1. Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN, BUMD, termasuk Badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan  
penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara pada wilayah penugasan.

2. Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan  
menyediakan anggaran

3. Pemegang IUP dan IUPK dapat memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain setelah melakukan eksplorasi tahapan tertentu dan mendapatkan  
persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya (dapat mengakomodir junior company di bidang eksplorasi)

MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA4



NO. KONSEP PENGATURAN

1.  Pengaturan baru tentang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang merupakan izin untuk pengusahaan batuan jenis tertentu dan batuan untuk keperluan tertentu.

• Batuan jenis tertentu/untuk keperluan  tertentu  adalah  jenis  batuan  seperti  tanah  urug, pasir,sirtu yang digunakan untuk memenuhi
pembangunan daerah/nasional (sebagai material proyekinfrastruktur)

2.  Kewenangan penerbitan dan pengawasan SIPB olehGubernur
 Pemerintah Provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu di Kab/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan

3. Dapat langsung melaksanakan kegiatan penambangan setelah menyusun dokumen rencana penambangan (tanpa izin eksplorasi)

PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN5

NO. KONSEP PENGATURAN

1. Wilayah Izin Penambangan Batuan untuk Surat Izin Penambangan Batuan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan berbeda dengan  
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

2. Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus

3. • Pemberian Wilayah yang sesuai dengan RKSW bagi pemegang KK/PKP2B yang melanjutkan operasi dalam bentukIUPK

• IUP BUMN hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya dapat diberikan Luas Wilayah sesuai dengan wilayah Kuasa  
Pertambangan

4. Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP/IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan  
persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri

LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN6



NO. KONSEP PENGATURAN

1. Pemberian Jangka Waktu yang lebih lama bagi IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan Fasilitas Pengolahan dan/atau
Pemurnian atau Pembangkit Listrik yaitu selama 30 Tahun serta dapat diperpanjang selama 10 Tahun setiap kali
perpanjangan apabila memenuhi persyaratan

JANGKA WAKTU IUP/IUPK7

NO. KONSEP PENGATURAN

1. WP ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

2. IUP diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuaikewenangan

3. IUP dalam rangka Penanaman Modal Asingmenjadi kewenangan Menteri

4. Menghapus luas minimumWIUPEksplorasi

8 MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO. 23 TAHUN 2014



NO. KONSEP PENGATURAN

1.  Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda, jika tidak melaporkan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya kepada  
Menteri.

 Sanksi berupa terguran tertulis, Penundaan atau pemotongan dana bagi hasil dan sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan

2.  Pengelolaan IT oleh Pemerintah pusat dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional  
inspektur tambang dibebankan kepada Menteri

 Dalam rangka pengawasan dan peningkatan pelayanan perizinan, pemerintah/pemda provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu  
di Kab/Kota (diatur dalam PP)

9 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA

NO. KONSEP PENGATURAN

1.  Seluruh wilayah eks IUP, KK, dan PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK yang penawarannya akan memberikan prioritas kepada BUMN (termasuk BUMD)

 Yang dimaksud dengan eks KK, PKP2B adalah yang sudah diberikan perpanjangan 2x10 tahun

2. IUP untuk BUMN diterbitkan olehMenteri

3. Luas Wilayah IUP BUMN yang lebih luas (Sesuai dengan wilayah Kuasa Pertambangan)

4. Penugasan kepada BUMN untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan  
mineral atau batubara pada wilayahpenugasan

PENGUATAN PERAN BUMN10



NO. KONSEP PENGATURAN

1. Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan  
Negara serta kepastian berusaha bagi pemegang IUPK

2. Pengaturan secara khusus terkait luas wilayah IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari KK/PKP2B

3. Barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan sepanjang  
dibutuhkan dalam kegiatan pengusahaan pertambangan batubara selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan

4. Jangka waktu pengajuan perpanjangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir

KELANJUTAN OPERASI KK/PKP2B MENJADI IUPK

NO. KONSEP PENGATURAN

1. • Maksimal luas Wilayah Pertambangan Rakyat 100 Ha (semula maks. 25 ha dan IPR diterbitkan oleh  
Pemerintah Provinsi)

• Pembatasan Komoditas (komoditas batubara tidak dapat diterbitkan IPR)

2. Penambahan pendapatan daerah untuk IPR dalam bentuk iuran pertambangan rakyat

IZIN PERTAMBANGANRAKYAT

11

12



NO. KONSEP PENGATURAN

1. • Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, terpadu, menyeluruh,  
transparan dan akuntabel;

• Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional oleh Pemerintah (data cadangan, produksi, penjualan,  
ekspor, DMO, dll.)

• Penyusunan road map peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan

• Penetapan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diintegrasikan dalam Rencana  
pembangunan jangka panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional.

TERSEDIANYA RENCANA  
PENGELOLAAN MINERBA NASIONAL

13
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Sinergi Pasal 33 UUD1945

Pasal 33 ayat 1

“Perekonomiandisusunsebagai  

usaha bersama berdasar atas  

asas kekeluargaan”

Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan airdan kekayaanalam  

yang terkandung di dalamnya  

dikuasai oleh negaradan

dipergunakan untuksebesar-besar

kemakmuranrakyat”

PASAL 33

Visi Bangsa  

Terhadap sistem  

Ekonomi  

Indonesia

Pasal 33 ayat 2

"Cabang-cabang produksiyang  

penting bagi negara dan yang  

menguasai hajat hidup orang  

banyak dikuasaiolehnegara”

Diusahakan

Dikuasai  

Negara

Dikelola

Sistem Pengelolaan

Strategic Goal

“ Sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat "

Strategic Goal:

“Tujuan antara” yang jelas, terukur  

dalam waktu, dan capaian.

State Revenue

Ultimate Goal:

“Sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Strategi KemandirianBahan

BakuIndustri

MiningIndustry

Visi IndustrialisasiIndonesia

MiningRegulation

MineralPolicy

MineralManagementSystem

Ultimate Goal:

“Sebesar–besarkemakmuran”

LocalEconomyDevelopment

Sidestream Industry

MultiplierEffects

Social & HumanDevelopment

Mineral Downstream Industry Recycling Industry

 Kebijakan Pengelolaan SDA terintegrasi

 Hilirisasi dalam rangka kemandirian bahan baku industri

 Tumbuhnya diversifikasi ekonomi

 Terciptanya pembangunan ekonomi lokal

2 Penguasaan Negara terhadap SDA

"Sudahkah tujuan Sebesar -Besar Kemakmuran Rakyat tercapai?”

3 Industrialisasi Indonesia

Peningkatan NilaiTambah

VS

Kemandirian Bahan Baku Industri
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*Dewenter, Kathryn, Xi Han, and Paul Malatesta, 2010, Firm values and sovereign wealth fund investments, Journal of Financial Economics, forthcoming

Oil Price (USD per Barrel)
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Government Fund name Year established Value of assets (latest  
available or  
estimate)11

Financing  
resource

Abu Dhabi (UAE) Abu Dhabi Investment Authority* 1976 > $773 billion Petroleum

International Petroleum  
Investment Authority

1984 $68.4 billion Petroleum

Mubadala Development Company 2002 $60.9 billion Petroleum

Dubai (UAE) Investment Corporation of Dubai 2006 $160 billion Petroleum

Ghana Ghana Heritage Fund*† 2011 $0.13 billion Petroleum

Ghana Stabilization Fund*† 2011 $0.32 billion Petroleum

Iran National Development Fund of Iran* 2011 $62 billion Petroleum

Oil Stabilization Fund* 2000 No information available Petroleum

Kazakhstan Kazakhstan National Fund*† 2000 $76.6 billion Petroleum

Malaysia National Trust Fund 1988 $1.7 billion Petroleum

Mongolia Fiscal Stability Fund† 2011 $0.21 billion Minerals

Norway Government Pension
Fund Global*†

1990 $850 billion Petroleum

Saudi Arabia SAMA Foreign Holdings 1952 $730 billion Petroleum

Public InvestmentFund 1971 $5.3 billion Petroleum

Texas (USA) Texas Permanent
University Fund*†

1876 $17.2 billion Petroleum  
and land

Timor-Leste Timor-Leste Petroleum Fund*† 2005 $15.7 billion Petroleum

United Arab Emirates Emirates Investment Authority 2007 $15 billion Petroleum

Venezuela Macroeconomic Stabilization Fund 1998 $0.002 billion Petroleum

National Development Fund† 2005 $18 billion Petroleum
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In the economy, If all the production of PT. Bukit Asam is sold for export, the multiplier effects
created from the upstream side is 1.26 in South Sumatra and 1.36 in the National level.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream domestic industry, the
multiplier effects created will be far greater. The multiplier effects is 1.51 in South Sumatera and
2.65 in the National level.
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In the economy, If all the production of PT. Bukit Asam is sold for export, the Multiplier effects
created on the labours is 2,22 in the South Sumatra and 2,39 in the National Level. This means that
for each additional 100 labours there will be 122 other labours in South Sumatra and 17 other
labours outside South Sumatra.

If the production of PT. Bukit Asam is used as an input for more downstream domestic industry,
the multiplier effects created will be far greater. If the industry employs 100 labours, then there
will be 199 labours in other sectors in South Sumatra and 279 labours will be created outside
South Sumatra .

COAL (PT. BUKIT ASAM)
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In the economy, If all the production of PT. Antam is sold for export, , the
multiplier effects created from the upstream side is very small, namely 1.043
in West Kalimantan Province and 1.074 in the National.

If the production of PT. Antam is used as an input for the domestic
processing industry, the multiplier effects created will be far greater. The
multiplier effects is 1.35 in West Kalimantan and 1.43 in the National level.

In the economy, If all the production of PT. Antam is sold for export, the
Multiplier effects created on the labours is 1.10 in the Province of West
Kalimantan and 1.24 in the National Level. This means that for each
additional 100 labours there will be 10 other labours in West Kalimantan
and 14 other labours outside West Kalimantan.

If the production of PT. Antam is used as an input for more downstream
domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. If the
industry employs 100 labours, then there will be 251 labours in other sectors
in West Kalimantan and 23 labours will be created outside West Kalimantan.

In the economy, If all the production of PT. Inalum is sold for export, the
multiplier effects created from the upstream side is 1.30 in North Sumatra
and 1.80 in the National level.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream
domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. The
multiplier effects is 1.51 in North Sumatera and 2.03 in the National level.

In the economy, If all the production of PT. Inalum is sold for export, the
Multiplier effects created on the labours is 1.54 in the Province of North
Sumatera and 2,86 in the National Level. This means that for each additional
100 labours there will be 54 other labours in North Sumatera and 132 other
labours outside North Sumatera.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream
domestic industry, the multiplier effects created is lower than the upstream
sector because in the downstream industry is more Capital Intensive.

Multiplier Effects of Coal and Bauxite Industries
Researcher: LPEM UI

BAUXITE
UPSTREAM (PT. ANTAM) DOWNSTREAM (PT. INALUM)



32



Survey of Mining Companies 2018
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Coal

Bauxite

Nickel

Coal Gasification

Activated Carbon

Mine Mouth PP

DME, Urea, Polypropylene

Filter for Water / Waste Treatment Plant

Electricity, Internal Power Station

Smelter Grade Alumina

Chemical Grade Alumina

Aluminum (Billet, Alloy, Stab, Wire)

Paints, ceramics, lighting

Nickel Pig Iron (NPI)

Ferro Nickel Stainless Steel (Class 2)

Nickel Sulfide Precipitate

Battery (Class1)

Nickel Matte

Nickel Hydroxide Precipitate

Cobalt Cobalt Cathode

Battery (Class 1)

Cobalt

DME, Urea, Polypropylene
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Tin

Tin Ingot
Tin Chemical

Tin Solder

Monazite Cerium, Thorium, Rare Earth Minerals

Copper &  

Gold

Copper Concentrate Copper Cathode

Anode Slime Gold

Silver

Copper wire,

Copper Slab

Rare Earth Minerals
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Bauxite Ore Alumina Aluminum

6 ton Bauxite  

US$ 34/ton 2 ton Alumina

US$ 500/ton

1 ton Aluminium  

US$ 1,900/ton

Nickel Ore
Feronickel

US$ 3.500/ 100 wmt US$ 12.680 / ton

US$ 50/ton

Coal
Electricity

2000kwh listrik = US$ 10  

(0.05 usd/kwh)
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Net Exports of Mineral  

Raw Materials

GOLD, SO DAASH, ZINC,  

CONCENTRATES, ETC

Imports: $7.9 billion  

Exports: $10.6 billion  

Net exports: $2.7 billion

Domestic Mineral Raw Materials  

From Mining

COPPER ORES, IRON ORE, SAND  

ANDGRAVEL, STONE, ETC

Value: $77.6 billion

Metals and Mineral Products  

Recycled Domestically

ALU MUNIUM, GLASS, STEEL, ETC

Value of old scrap:  $31.3 billion

Net Exports of Old Scrap

G O LD , STEEL, ETC

Imports: $6.4 billion  

Exports: $18.7 billion  Net 

exports: $12.3 billion

Mineral Materials
Processed Domestically

ALUM INUM , BRICK,  
CEMENT, COPPER,
FERTILIZERS, STEEL, ETC

Value of shipments:
$697 billion

Net Imports Of Processed  
Mineral Materials

METALS, CHEMICALS, ETC

Imports: $149 billion  
Exports: $108 billion  
Net exports: 41 billion

Value Added To Gross  
Dom estic Product By  
M ajor Industries That  
Consum e Processed  
M ineral Materials

Value: $2,530 billion

U.S. ECONOM Y

Gross Domestic  
Product: $17,400  
billion

0,62% dari GDP U.S

4,63% dari GDP U.S

7,47 kali Proses Sebelum nya

14,54% dari GDP U.S

3,14 kali Proses Sebelum nya

S u m b e r: B I, Kemenkeu


